
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2AL9

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 91 Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pqiak

Daerah menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut

tentang pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan

surat paksa, penyitaan dan pelelangan diatur dalam

Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, trrcrlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah

Dengan Surat Paksa;

Mengingat : L. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 64, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pqiak Dengan Surat Paksa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomar 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor Lg Tahun 2OOO tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997



3.

tentang Pena"gihan Pajak Dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2000

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2AAZ teatang

Pengadilan Pajak il.ernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A02 Nomor 27, Txnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AAg tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor 13O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintalr.an Daerah firmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintehan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

Nomor 56V9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2OOO tentang

Tata Cara Peayitaan dalam Rangka Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik

Indonesia ?ahun 2OOO Nomor 135, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0a9l;

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2AAA tentang

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan

dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOO Nomor 248, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O5O);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2OO0 teatang

Ter,npat dan Tata Cara Penyandera:arL, Rehabilitasi

Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti

4.

5.

6.

7.

8.
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Rugr dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AAA Nornor 249, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aO51);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2AtO tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perrmngutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AL6 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 595Oh

1O. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 562 ll<\lIK.O4 I 2OAA tentang Syarat-Syarat Tata

CxaPengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak;

LL.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak

Daerah {Irrnbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2Ot6 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);

l2.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2Ot6 tentang

Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A16 Nomor 40)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Atas Perattl.ran Gubernur

Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA

PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.
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BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dirnaksud d.engan :

1. Daerah adalah Provinsi Srrrnatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pennerintatran yang meqiadi

kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah, menurut azas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang*Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945-

4, Pejabat adalah pejabat yang berwenang meagangkat

dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus,

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Surat Pencabutan Sita, Pengumum€Ln Lelang,

Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan

surat lain yang diperlukan untuk penagihan pqiak

sehubungan dengan Peaanggung Pdak tidak melunasi

sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan

peraturan perundang-undan gan.

5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan

Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara-

6. Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pqiak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera. Utara,

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wqiib kepada Daerah

yang terutang oleh or€rng pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah hagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

8. \fajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pernbayar pajak, pernotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempurryai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan peruadang-undangan

perpajakan daerah.

9. Penanggung Pajak adalah orarlg pribadi atau badan

yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,

termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi

kew4iiban Wajib Pajak.

LO. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang

pajak dan biaya penagihan pajak.

1 1. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan

penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan

sekaligus, pemheritahuan surat paksa, penSritaan dan

penyanderaar:.

12. Pengadilan Pqiak adalah badan peradilan yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi l[/ajib Pajak

atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan

terhadap Sengketa Pajak.

13. Pengaditran Negeri adalah Pengadilan Negeri yang

daerah hukurnnya meliputi tempat tindakan penagihan

pajak dilaksanakan.

121. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda

atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan

pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpa,iakan.

15. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan

agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika

dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan" dan menjual harang yang
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telah disita.

16. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga

barang sitaan yang dikeluarkan Kepala BP2RD.

17. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala

BP2RD atau Pejabat yang ditunjuk untuk
memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi

utang pajaknya.

LB. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan

penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita
Pajak Daerah kepada penanggung pqiak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang

meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak,

masa pajak dan tahun pajak.

L9. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai

dan hiaya lainnya sehubungan dengan penagifua1

p4ak.

2O. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk
menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan
jaminan untuk melunasi utang pqiak menurut

peraturan perundang-undangan.

2 1. Pemblokiran adalah tindakan pengarnanan harta

kekayaan milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung

Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar

. terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat

perubahan apaplrn, selain penambahan jumlah dan

nilai.

22. Objek Sita adalah barang W4iib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak yar:g dapat dijadikan jaminan utang

pajak.

2S.Barartg adalah tiap benda atau hak yang dapat

ddadikan objek sita.

24.1*lang adalah setiap penjualan barang dimuka umum

dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau

tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau
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calon pembeli.

25. Kantor Lelang adalah kantor yar:g berwenang

melaksanakan penjualan secara lelang.

26. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang

yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam

bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan lelang.

27.Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara

terhadap Wqiib Pajak danlatau Penanggung Pajak

tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu

kebebasan Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak

dengan menempatkanrlya di tempat tertentu.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang

menetapkan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang.

3O. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan Untuk

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaa-n yarrg terutang kepada Wajib

Pajak.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan

pdak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah

pajak yang masih harus dibayar.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pqiak vang telah ditetapkan.

33. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat

SKK adalah ourat keputuoan atas keberatan terhadap

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
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Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar, Surat Ketetapal Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pernotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Surat Tagihan Pdak Daerah, yang selanjutnya

disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda.

BAB II

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagran Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

Gubernur berwenang melakukan penagihan Pajak

Daerah.

Penagrhan Pajak Daerah sehagaimana dimaksud pada

ayat {1} dilaksanakan oleh Kepala BP2RD.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat {2}, Kepala BP2RD berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita P4iak

Daerah

b. menerbitkan :

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat

lain yang sejenis;

2. Surat perintah penagihan seketika dan

sekaligus;

3. Surat paksa;

4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;

5. Surat pencabutan sita;

6. Pengumuman lelang;

7, Strrat penentuan harga limit;

8. Pembatalan lelang;

(u

(21

(3)
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9. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

penegihan pajak antara lain mempakan surat

himbauan dengan penempelan stiker dan

penempelan plang.

Pasal 3

{1} Kepala BP2RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat {2t melaksanakan penagihan pajak dalam hal

pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK dAN

Putusan Banding serta putusan peninjauan kembali

yang menyebabkan jumtah pajak yang harus dibayar

bertambah rnerupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 {satu)

bulan sejak tanggal diterbitkan.

(21 Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Pemotongan atau

Pemungutan oleh Pihak Ketiga, maka atas jumlah

p4iak yaartg belum dibayar pada saat pengajuan

keberatan, tertangguh sampai dengan 1 {satu} bulan

sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka

waktu pelunasan pajak atas jumlah pqiak yang belum

dibayar pada saat pengajuan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat {21, tertangguh sampai dengan 1

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Ptrhrsan Banding.

Bagran Kedua

Jurusita
Pasal 4

{1) Jurusita pajak bertugas:

a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika

dan Sekaligus;

b. memberitahukan Surat Paksa;
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c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung

Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan

penyitaan;

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat

perintah penyanderaan.

(2) Ketentuan mengenai Jurusita pajak daerah mengacu

pada ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Bagian Ketiga

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 5

(U Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan

Sekaligus sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat

tU huruf a, tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan

Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala

BP2RD, apabila:

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan

meninggalkan Indonesia untuk paling lama atau

berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pqiak

memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang

dikuasai dalam rangka menghentikan atau

mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan

yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib P4iak dan/atau

Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha,

atau menggabungkan usaha, atau memekarkan

usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang

dimiliki atau yang dikuasairrya, atau melakukan

perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara dan/atau

daerah; atam
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e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak dan/atut
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat

tanda-tanda kepailitan.

{21 Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus oleh Kepala BP2RD sebagaimema dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo

pembayaran;

b. diterbitkan tanpa didahuiui Surat Teguran atau

Surat Peringatan atau surat yang sejenis;

c. diterbitkan sebelum jartgka waktu 2L {dua puluh

satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan

atau surat yang sejenis diterbitkan; atau

d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

(3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang

diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada ayat {21,

sekurang-kurangnya memuat:

a. narna Wqiib Pajak, atam narrra \lilajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak;

b. besarnya utang peiak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

{4} Bentuk Surat Perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat {U
tercanturn dalarn Lampiran Format 1 sebagai bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasa1 6

(U Hasil Pelaksanaan atas Surat Perintah Penagihan Pajak

Seketika dan Sekaligus dituangkan dalam dokumen

Hasil laporan pelaksanaan.
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frzl Bentuk Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan

Pajak Seketika dan Sekeligus sebagaimana dimaksud

pada ayat {U tercantum dalam Lampiran Format 2
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

BAB III

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu

Penerbitan dan PelaksErnaan Surat Teguran

Pasal 7

Penegihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal2

ayat {1} dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan

Srrrat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis oleh Kepala BF2RD.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak

diterbitkan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung

P4iak yang telah disetujui untuk mengangsur atau

menunda pembayaran paj ak.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat t2l,

disampaikan atau diberikan kepada \Majib Pajak

setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo

pelunasan.

Penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau

surat lain yang sejenis sebagaima:ra dimaksud pada

ayat (3) dapat dilakukan :

a. secara langsung;

b. melalui pos; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis sebagairnarra dirnaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat;

(3)

(41

(s)
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a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

{6} Bentuk Surat Teguran, Surat Peringatan atam surat
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Format 3 sebagai bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagran Kedua

Penerbitan dan Pelaksaraan Surat Paksa

Pasal 8

(U Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala BP2RD;

{21 Surat Paksa berkepala kata-kata 'DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan

hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat:

a. nanra Wajib Pajak, atau nama Wajib Pdak dan

Penanggung Pajak;

b. dasar penagihan;

c. besarnya utang pajak; dan

d. perintah untuk meanbayar.

{41 Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat

tl) tercantum dalam Lampiran Format 4 sebagai

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala BP2RD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {1}, dalam ha1 :

a. apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib

Pajak dan/atau Penanggung Pajak setelah lewat waktu

2l (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan



b.

C.

{u

t2)

L4

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat yang

sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (41;

terhadap rffajib Pdak dan/atau Penanggung Pajak telah

dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam

keputusan persetujuan angsuran atau penucdaan

pembayaran pajak.

Pasal 1O

Surat Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, diberitahukan secara langsung oleh

Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak dengarr pernyataan dan penyerahan

Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

Pemberitahuan akan Surat Paksa kepada Ufqiib Pajak

dan/atau Penanggung Pqiak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi

Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam

Berita, Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa

telah diberitahukan.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat {21

paling sedikit berisi :

a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;

h. nama Jurusita Pajak;

c. nalna yang menerima;

d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan

e. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak

danl atau Penanggung Pajak.

Bentuk Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat {21 tercantum dalam Lampiran

Format 5 sebagai bagiaa tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

(3)

t4)
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(5) Bentuk Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran Format 6 sebagai bagian tidak terpisahkan

dari Peratr-lran Gubernur ini.

Pasal 11

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh

Jurusita Pajak kepada :

a. Wa,iib Pajak danlatau Penanggung Pajak di tempat

tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang

memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggat bersama

ataupun yan;g bekerja di tempat usaha Wajib Pajak

danlatau Penanggung Pajak, apabila Penanggung

Pajak yang bersangkutan tidak dapat ddumpai;

c. salah seor€ulg ahli waris atau pelaksana wasiat atau

yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib

Pajak dan/atau Penanggung Pqiak telah meninggal

dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d. ahli waris, apabila WAiib Pqiak danfata,u Penanggung

Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh

Jurusita Pajak kepada :

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,

penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat

kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat

tinggal mereka maupun di tempat lain yang

memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat

usaha badan yar;.g bersangkutan apabila Jurusita
Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

t2)
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tu

(2)

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada

Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta

Peninggalan.

Dalam hal Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak

dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani

untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus

untuk menjalankan hak dan kewqiiban perpajakan,

Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima

kuasa.

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 11 dan

Pasal L2 menolak untuk menerima Surat Paksa,

Jurusita Pqiak Daerah meninggalkan Surat Paksa

dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa

Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa,

dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

l2l Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak dapat

dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui

Kelurahan dan/ atau Kecamatan.

t3) Dalam hal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau

tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa

dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat

Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang

menerbitkannya, dengaa mengumumkan melalui media

massa, atau dengan ca-ra lain.

(3)
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Pasal 14

Dalam hal pelaksaaaan Surat Paksa harus dilakukan di luar

wilayah kerja Pejabat, Pejabat yang menerbitkan Surat

Paksa tetap dapat melaksanakan penyampaian Surat Paksa

kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Pasal 15

{U Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat

atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan

oleh Pejabat karena jabatan.

{2} Surat Paksa pengganti sebagaimErna dimaksud pada ayat

{U mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan

hukum yang safiIa dengan Surat Paksa.

Bagran Ketiga

Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanaan Penyitaan

Pasal 16

Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh

empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada

Wajib Pajak dan/atau Peaanggung Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 dan utang pajak tidak

dilunasi oleh Wajib Pajak danf atau Penanggung Pajak,

Kepala BPPRD menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan.

Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pqiak

melaksalakan penyitaan terhadap barang milik Wajib

Pajak dan/atau Penanggung Pajak.

Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

sebagairnana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai

berikut:

a. tanggal dan nomor Surat Perintah Melaksanakan

{1)

t2)

(s)
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Penyitaan dicatat dalam :

1. Buku register Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan; dan

2. Buku register pengawasan tindakan penagihan.

b. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan didukung

adanya bukti piutang pajak yang belum kedaluwarsa

dan hasil pemeriksaan mengenai data harta

kekayaan laktwa yang akan disita.

Tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak

mengacu pada ketentuan peratu.ran perundang-

undangan.

Bentuk Berita Acara Pelaksanaan Sita tercantum dalam

Lampiran Format 7 sebegai bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan

sejenisnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan

sebagai berikut:

a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga

perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang

merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan

Sita; dan

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Penyitaan terhadap uarlg tunai termasuk mata uallg

asing dilaksanakan sebagai berikut:

a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita

dan membuat rinciannya dalarn suatu daftar yang

merupakan larnpiran Berita Acara Pelaksanaan

Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam

tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli

dengare segel sita dan kemudian menitipkannya

pada ti/ajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak atau

menitipkannya pada bank.

(1)

{2t
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(3) Penyitaan terhadap kekayaan Wdib Pajak danfatau

Penanggung Pajak yaxg disimpan di bank berupa

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,

B1ro, atau bentuk lainnya yarrg dipersamakan

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran

kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan

Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan;

b. bank wqiib memblokir seketika setelah menerima

permintaan pemblokiran dari Pejabat dan

membuat berita acara pemblokiran serta

menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan

Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak;

c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara

pemblokiran dari bank memerintahkan Wajib

Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberi

kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo

kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut

kepada Jurusita Pajak;

d. dalam t:.al Wqiib Pajak danlatau Penanggung

Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank

sebagaimana dimaksud da-lam huruf c, Pejabat

meminta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan

bank untuk memberitahukan saldo kekayaan

Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang

dimaksud;

e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank

diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan

dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan

menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan

Sita kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung

Pajak dan bank yang bersangkutan;



t4)
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f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan

pemblokiran kepada bank setelah Wajib Pajak

danlata,u Penanggung Pajak melunasi utang pajak

dan biaya penagihan pajak;

g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan

pemblokiran terhadap kekayaan Wajib Pajak

dan/atau Penanggung Pajak setelah dikurangi

dengan jumlah yang disita apabila utang pajak

dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan

h. dalam hal pelaksanaan pemblokiran dilakukan

terhadap }:afia kekayaan milik Penanggung Pajak

yang rlamanya tidak tercantum dalam Surat Paksa

dan/atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

maka surat Permintaan Pemblokiran disertai

dengan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung

Pqiak pada Wajib Pajak

Bentuk Surat Permintaan Pemblokiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam

Lampiran Format 8 sebagai bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini,

Penyitaan terhadap sr-r.rat berharga bempa obligasi,

saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa

efek dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian

dilakukan berdasarkan permintaan terfulis dari

Kepala BP2RD kepada Kepala Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dengan menyebutkan narna

Pemegang Rekening atam nomor Pemegang

Rekening sebrgai Penanggung Pajak, sebab dan

alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;

b. berdasarkan permintaan Kepala BP2RD atau

Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud

pada huruf a, Kepala Otoritas Jasa Keuangan

(O.rK) dapat mcnyampaikan perintah tertulis

kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran

(s)
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terhadap Rekening Efek Wajib Pajak danlatau

Penanggung P4iak;

berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud

pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;

dalam hal permintaan pemblokiran tersebut

disertai dengan permintaan keterangan tentang

Rekeniag Efek pada Kustodian, maka permintaan

tertulis dari Kepala BP2RD harus memuat narna

Pejabat yang berwenang mendapat keterangan

tersebut;

Kustodian yang melakukan pemblokiran dan

memberikan keterangan tentang Rekening Efek

Pemegang Rekening membuat Berita Acara

Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian

Keterangan;

Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara

Pemberian Keterangan tersebut disampaikan

kepada Gubernur dan salinannya disampaikan

kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Pemegang Rekening sebagai Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua)

hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian

keterangan tersebut

Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek

danf atau dana dalam Rekening Efek pada

Kustodian segera setelah menerima Berita Acara

Pemblokiran dan Berita Aeara Pemberian

Keterangan;

Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang

ditandatangani oleh Jurusita Pajak, \Irariib Pqiak

dan/ata:u Penanggung Pdak dan saksi-saksi;

i. dalam ha1 Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pqiak tidak hadir, Berita Acara

Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita

Pajak dan saksi-saksi;

e.

f.

h.
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j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan

kepada Wajib Pajak dantatau Penanggung

Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Kepala

Otoritas Jasa Keuangan {OJK} dan Kustodian;

k. Kepala BP2RD mengqiukan permintaan

pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek

Penanggung Pqiak kepada Kustodian, setelah

Penanggung Pajak melunasi utang pqiak dan biaya

Penagihan Pqiak

1. Kepala BP2RD rnengqiukan permintaan

pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek

lMajib Pqiak dan/atau Penanggung P{ak setelah

dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang

paiak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi

oleh Wajib pajak dart/atau Penanggung Pajak

sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan

m. efek yang diperdagangkan di bursa yang telah

disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang

Efek Anggota Bursa. atas permintaan Pejahat.

{6} Bentuk Berita Acara Pemblokiran sebagaimana

dimaksud pada ayat {5} huruf e tercantum dalam

Lampiran Format 9 sebagai bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernr.rr ini.

{71 Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi,

saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di

bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian

tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau

perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang

disita dalam suatu daftar yang merupakan

lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat

Berharga atas nama dari Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak.
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(8) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai

berikut:
a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian

tentang jenis dan jumlah piutang yarrg disita

dalam suatu daftar yang merupakan lampiran

Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan

Hak Menagih Piutang dari Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya

disampaikan kepada r0Vajib Pdak danlatau
Penanggung Pqiak dan pihak yang berkewajiban

membayar utang.

{9} Penyitaan terhadap penyertaan rnodatr pada

perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya

dilaksanakan sebagi berikut:

a. melakukan inventarisasi dan rnembuat rincian

tentang jumlah penyertaan modal pada

perusahaan lain dalam suatu daftar yang

merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan

Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Akte Persehrjuan Pengalihan Hak

Penyertaan Modat pada perusahaan lain dari Wqiib

Pajak danlatau Penanggung Pajak kepada Pejabat,

dan salinannya disampaikan kepada perusahaan

tempat penyertaan modal.

Pasal L8

Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh

Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bu-l<ti dalam

kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang

bukti tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak

dan / atau Penanggung Pajak



(1)

(2)

t1)

l2l

24

Pasal 19

Penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak

danf atau Penanggung Pajak dilaksanakan sampai

dengan jurnlah nilai barang yang disita diperkirakan

cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya

penagihan pajak.

Jurusita Pajak tetap dapat melakukan penyitaan

terhadap barang milik Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak yarrg berada di luar wilayah ke{a
Pejabat.

Pasal 2O

Barang yang telah disita dititipkan kepada

Penanggung Pajak, kecuali apa.bila menurut

pertimbangan Jurusita Pqiak barang sitaan tersebut

perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung

Pajak:

a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan

kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang

menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; danlatau

b. barang tidak bergerak pengasiasannya diserahkan

kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang

menjadi saksi dalam pelaksa:raan sita tersebut

Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat

penitipan barang yang telah disita sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Pegadaian,

bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.

Pasal 21

Penyitaan ta-rrbahan dapat dilaksa,nakan apabila :

a" nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk

melunasi biaya penagihan pqiak dan utang pajak; atau

(3)
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hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk

melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal22

Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi

segel sita.

Penempelan Segel Sita dilaksanakaa dengan

memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.

Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (U
memuat paling sedikit :

a. kata "DISITA";

b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;

dan

c. larangan untuk memindahtangankan,

memindahkan hak, menninjamkan, rnerusak barang

yang disita.

t4) Bentuk Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tercantum daiam Lampiran Format 10 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasa1 23

tl) Pencabutan sita dilaksanakan apabila VJajib Pajak

danlatau Penanggung Pajak telah melunasi biaya

penagrhan pajak dan utang pajak atau berdasarkan

putusan pengadilan atau berdasarkan putusan Badan

Peradilan Pajak atau ditetapkan lairr oleh Gubernur.

tzl Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita

yang diterbitkan oleh Pejabat.

(3) Bentuk Surat Pencabutan Sita sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam La:rrpiran

Format 11 sebagai bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

(1)

{2}

(3)
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(4) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai

pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita

disampaikan oleh Jurusita Pqiak kepada lVajib Pajak

dan/atau Penanggung Pdak dan instansi yang terkait,

diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang

disita kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung

Pajak.

Pencabutan sita terhadap :

a. Deposito berjangka, tabungan, satrdo rekening

koran, grro atau yang dipersamakan dengan itu
dilaksanakan dengan menyampaikan Surat

Pencabutan Sita kepada Wajib Pdak dan/atau

Penanggung Peiak dan tembusannya disampaikan

kepada bank yang bersangkutan;

b. Surat berharga berupa obligasi, saham atau

sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang

tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan

dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita

kepada Penanggung Pqiak dan tembusannya

disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus

berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara

Pengalihan Hak Atas Surat Berharga;

c. Piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat

Pencabutan Sita kepada Penanggung Pqiak dan

tembusannya disampaikan kepada pihak yang

berutang yang sekaligus berfungsi sebagai

pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan

Hak Menagih Piutang; dan/atau

d. Penyertaan modal pada perusahaan lain

dilaksanakan dengan menyampaikan Surat

Pencabutan Sita kepada Penanggung Pqiak dan

tembusannya disampaikan kepada pihak terkait

serta membuat Akte Pengalihan Hak.

Bentuk Berita Acara Pelaksanaan Peacabutan

Penyita.an sebagaimana dimaksud pada ayat t4)

tsrcantum dalam Irampiran Fsrmat 12 oebagai hagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

t6)
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(71 Bentuk Laporan Pelaksanaan Penyitaan tercantum

dalam Lampiran Format 13 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pelelangan

Pasal 24

Apabila dalam jangka waktu L4 (empat belas) hari

sejak penyitaan, Wdib Pajak dan/atau Penanggung

Pdak tidak melunasi utang pqiak dan biaya

penagihan pajak, Pejabat yang ditunjuk segera :

a. meminta kepada pimpinan bank untuk
menggunakan atau memindahbukukan harta

kekayaan Wajib Pajak dan/atau Penanggung P{ak
yang tersirnpan pada bank ke kas daerah sejumlah

yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan;

b. meminta kepada Kantor Lelang untuk melelang

atau tidak melelang"

Sebelum jangka waktu L4 (empat belas) hari

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berakhir, Wqiib

Pajak dan/atau Penanggung Pajak dapat mengajukan

permohonan kepada Pejabat yarLg ditunjuk untuk
menggunakan barang sitaan dimaksud untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan

dari penjualan secara lelang dalam rangka penagrhan

pajak dengan surat paksa mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(U Penjualan secara lelang dilaksanakan paling singkat

14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang

melalui nredia mas$a.

{21

t3)
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(21 Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} dilaksanakan paling singkat 14 {empat belas}

hari setelah penyitaan

{3) Pengumurnan lelang untuk barang bergerak

dilakukan 1 {satu} kali dan untuk barang tidak

bergerak dilakukan 2 {dua} kali.

t4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai

paling banyak Rp 2O.OOO.OOO,OO (d.ua puluh juta

rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

t5) Pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai penjual atas

barang yang disita mengajukan permintaan lelang

kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.

{6) Pejabat yang ditunjuk atau yang mewakilinya

menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan

dilepas ata,u tidaknya barang yang dilelang dan

menandatangani asli Risalah Lelang.

(71 Pejabat yang ditunjuk dan Jurusita Pajak tidak

diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang,

berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan

semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak

angkat.

(8) Pejabat yang ditunjuk dan Jurusita Pajak yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat {7}, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(9) Perubahan, besarnya nilai barang yang tidak harus

diumumkan melalui media massa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.

(lolBentuk Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang

Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat {5}

tercantum dalam Lampiran Format 14 sebagai bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Guhernur ini.



Pasal 26

Lelang tetap dapat dilaksarakan dalam hal tanpa dihadiri

oleh W4jib Pqiak dan/atau Penanggung Pajak.

Pasal 27

Lelang tidak dilaksanakan jika :

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak telah

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;

b. berdasarkan putusan pengadilan, atatl putusan badan

peradilan pajak; atau

c. objek lelang musnah.

Pasal 28

Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk
membayar biaya penagihan pajak yarrg helum dibayar

dan sisanya untuk membayar utang pajak.

Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditambah

1% (satu persen) dari pokok lelang.

Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang

cukup untuk melunasi biaya, penagihan pqiak dan

utang piaJak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh

Pejabat yang ditunjuk walaupun barang yang akan

dilelang masih ada.

Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang

dikembalikan oleh Pejabat yang ditunjuk kepada

Wajib Pdak dan/atau Penanggung Pajak $egera

setelah pelaksanaan leIang.

Dalam hal Pejabat yang ditunjuk lalai melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat {4}, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(u

{21

t3)

t4)

{5}



30

(6) Hak Wajib Pajak dan/atall Penanggung Pajak atas

barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli

dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang

merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran

dan pengalihan hak.

Bagian Ke1ima

Pencegahan dan Penyanderaan

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 29

Pencegahan hanya dapat ditakukan terhadap Wajib Pajak

dan/atau Penanggung Pajak yang :

a. rnempunyai jumlah utang pqiak sekurang-kurangnya

Rp IOO.OOO.OOO,OO {seratus juta rupiah}; dan

b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 3O

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan

pencegahan yang diterbitkan oleh Meateri Keuangan

atas permintaan Gubernur.

Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak

yang dikenakan pencegahan;

b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan

c. jangka wakfu pencegahan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

disampaikan dengan surat tercatat kepada Wajib

Pajak danlatau Penanggung Pqiak atau orang-orang

yang terkena pencegahan paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggat penetapan.

(1)

(2|

t3)
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Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud

pada ayat {21 huruf c paling lama 6 (enam} bulan dan

dapat diperpanjang untuk selama-lama.nya 6 {enam)

bulan.

Keputusan pencegahan sebagaim€rna dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada :

a. Wajib Pajak danlatau Penanggung Pajak yang

dikenakan pencegahan;

b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Gubernur; dan

d. Bupati/Walikota

Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa

orang sebagai \Ilajib Pajak dan/atau Pena:rggung

Pajak atau ahli waris.

Pasal 3 1

Pencegalran terhadap Wajib Pajak danlatau Penanggung

Pqiak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan

terhentinya pelaksanaan penagihan pqiak.

Pasal 32

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyanderaan

Pasal 33

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib

Pajak danlatau Penanggung Pajak yang tidak melunasi

utang pqiak setelah lewat jangka waktu 14 {empat belas}

hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan

kepada Wajib Fqjak dan/atau Penanggung Pajak.

{s)

(6)
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Penya::d.eraan hanya dapat dilakukan terhadap Wdib
Pajak danlatau Penanggung Pajak yang :

a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya

Rp.IOO.OOO.OOO,OO (seratus juta rupiah); dan

b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang

peiak.

Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

{U dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah

Penyanderaata yang diterbitkan oleh Kepala BP2RD

setelah memperolel: izin tertulis dari Gubernur.

Tempat dan tata cara penyanderaail mengacn kepada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Surat Perintah Penyanderaafl sebagaimana

dimaksud pada ayat {21 tercantum dalam Lampiran

Format 15 sebagai bagian tidak terpisahkan dari

Perafuran Gubernur ini.

Bentuk Surat Permohonan wln penyanderaan

tercantum dalam Lampiran Format 16 sebagai bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bentuk Berita Acara PenyanderaatT. tercantum dalam

Lampkan Format 17 sebagai bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Grrbernur ini.

Paragraf Ketiga

Rehabilitasi Nama Baik

Pasal 35

(U Permohonan rehabilitasi narna baik Wqiib Pajak

dan/atau Penanggung Pajak diajukan secara tertulis

dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi deagan

persyaratan sebagai berikut :

a, putuoan Fengadilan;

b. Surat Perintah Penyanderaan; dan

{2}

{s}

{41

ts)

(6)
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c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Wqiib Pajak

danl atau Penanggung Pajak yang disandera.

{21 Rehabilitasi nam.a $eik dilaksanakan oleh Kepala

BP2RD dalam bentuk 1 {satu} kali pengumuman pada

media cetak harian yang berskala

nasionallregional/lokal dengan ukuran yang

memadai, yang dilakukan paling lambat 30 {tiga
puluh) h;ari sejak diterimanya permohoaan wajib

pajak danlpenanggung pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}.

(3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pelepasan Wajib P4jak

yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c tercantum dalam Lampiran Format 18 sebagai

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

\Majib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, dan/atau

Pejabat dapat mengajukan permohonan pembetulan

atau penggantian kepada Kepala BP2RD terhadap

Surat Peringatan atanr surat lain yang sejenis, Surat

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Pengumuman Ielang dan Surat Penentuan Harga

Limit yarrg dalam penerbitannya terdapat kesalahan

atau kekeliruan;

Kepala BFZRD dalam jangka waktu paling lama 7

{tduh} hari sejak tanggal diterima permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, harus memberi

keputusan atas permohonan yang diajukan.

Apabila dalam jangka wakfu sebagaimana dimaksud

pada ayat 12) Kepala BP2RD tidak memberikan

keputusan, pennohonan Wdib Pajak dan/atau

Penanggung Pqiak dianggap dikabulkan dan

penagihan ditunda untuk sementara walrtrr.

(1)

(21

(3)



(4)

34

Kepala BP2RD dapat membetulkan Surat Peringatan

atau surat lain yang sejenis, Surat Perintatr Penagihan

Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Pengurnurian Le1ang dan

Surat Penentuan Harga Limit yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan

setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh

Kepala BP2RD.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat {U ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan

paiak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

BAB IV

BIAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 37

Biaya Penagihan PAiak Daerah adalah sebesar

Rp.SO.OOO,OO (lima puluh ribu rrpiah) untuk setiap

pemberitahuan Surat Paksa dan seksar Rp

IOO.OOO,OO {seratus ribu rupiah} untuk setiap

pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Biaya Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibebankan kepada ll/ajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak yang akan diperhitungkan

berdasarkan hasil Lelang.

Beatuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat {U sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Format 19 sebagai bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Kepala BP2RD setiap tahun mengajukan besarnya biaya

yang dibutuhkan untuk pernberian Surat Paksa dan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan serta hiaya

(s)

t6)

(1)

(2\

(3)
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Penyanderaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasa] 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 25 Februan zOLg

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

KEPALA BIRO HUKUM,
PELAKSANA,

^"*,rrfuoEGARPEMBINA TINGKAT I
NIP. 1969042L 199003 2003



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2A79
TANGGAL 25 FEBRUARI 2019

CONTOH FORMAT

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
KEPALA BIRO HUKUM,

PELAKSANA,

PEMBINA TINGKAT I
NiP. 19694421 199003 2003

EDY RAHMAYADI

NO FORMAT JUDUL

1 Format 1 Surat Perinta"h psna#harr Seketika dan Sekaligus
2 Format 2 Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak

Seketika Sekalisus
3 Format 3 Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis
4 Format 4 Surat Paksa
5 Format 5 Pemberitahuan akan Surat Paksa
6 Format 6 Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa
7 Format 7 Berita Acara Pelaksanaan Sita
8 Format I Surat Permintaan Pemblokiran
I Format 9 Berita Acara Pemblokiran
10 Format 1O Segel Sita
11 Format 11 Surat Pencabutan Sita
12 Farmat 12 Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan
13 Format 13 Laporan Pelaksanaan Penyitaan
L4 Format 14 Permintaan Pelaksanaan Lelang Barang-Baraxg Sitaan
15 Format 15 Surat Perintah Penyanderaan
t6 Format 16 Surat Permohon an Inn Penyanderaan
t7 Format 17 Berita Acara Penyanderaan
18 Format 18 Surat Pemberitahuan Pelepasan Waiib Pajak yarlg

Disandera
L9 Format 19 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

APRILLA-H.BTNACAN



FORMAT 1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAITI PEITGELOLAAN PAJJTK DAt{ RETRIBUSI DAERAH
lAtSN SERBAGUNA NO. 10, HELVEIA

MEDAN

SURAT PERINTAH PEHAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAt{ SEKALIGUS
Nomor

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalarn Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Ketentuan Urnum Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama Wajib PajaVPenanggung Pajak

NPWPD
NOPD
Alamat

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daemh sejumlah Rp ,.....,,,,,.,,......,

rincian sebagai berikut :

dengan

Terbilang :

lenis Pajak
Tahun
Pajak

Nomor dan
Tanggal Surat

Ketetapan Pajak
Daerah x)

Tanggal Jatuh
Tempo

Pembayaran

Jumlah
Tunggakan Pajak

Daerah
fRn)

lumlah

pada hari .- tanggal bulan ...,......,,,.. tahun

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan,rSKPDKB/

SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding

Medan,

KEPATA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA,

NiP.

*)



LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAIAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

FORMAT 2

Medan,

]URUSITA PA]AK DAEMH,

Mengetahui,
KEPALA BADAN

PENGELOLAAN PA]AK DAN

RETRIBUSI DAERAH,

Nama dan I

Atamat I NPWPD

Surat Perintah Penagihan Pajak



FORMAT 3

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
]ALAN SERBAGUNA NO. 10, HELVETIA

MEDAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Terbila*g :

Teguran Kepada

dt

Medan

Berdasarkan pembukuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, hingga saat ini
Saudara rnasih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000, maka kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waKu 21 hari sejak
tanggal diterirnanya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pengetolaan Pajak dan Retribusi Daerah,

Yth.

PERHATIAN

PA]AK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21
HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN
INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Keterangan :

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/
SKPDKBISKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/
SK Putusan Banding

Medan,

a,n. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN PA]AK DAN

RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTAM,

NIP

Nomor & Tanggal Surat *)
Tanggal
latuh lumlah Tunggakan

tRp)

Jenis
Pajak

Tahun

Jumlah Ro



FORMAT 4

PEMERINTAH PROVINSI SUMATEM UTAM
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

]ALAN SERBAGUNA NO. 10, HELVFIA
MEDAN

SURAT PAKSA
Nomor:

DEI{I KEADIIST{ BERDASARKAH KETUHAITAI{ YANG MAHA ESA

KEPALA UPPD BADAN PET{GELOLAAN PA]AK DAN RETRIBUSI DAEMH
KOTA ADMINISTR.ASI MEDAN

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

NPWPD

NOPD

Alamat

RT......... RW........ Kode Pos

Terbilang :

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penangqung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah
dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 {dua puluh empat) jam
setelah Surat Paksa diterima.

2. Memerintahkan kepada lurusita Pajak Daerah yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak
Daerah lain yang ditunjuk untuk rnelanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan Penyitaan atas
barang-barang milik Wajib PajaffPenanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)
iam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAI{

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jarn
setelah menerima Surat Paksa ini.
Sesudah batas waktu itu, tindakan
penagihan pajak akan dilanjutkan dengan
Penyitaan.
(Pasat 12 ayat (1) UU l{omor 19 Tahun
2O{X}}.

*) STPDISKPD atau dokumen lain yang disamakan/
SKPDKB/SKPDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/
SK Putusan Banding

Ditetapakan di Medan,
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PA]AK DAN

RETRIBUSI DAERAII
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Tahun lNomor dan tanggal surat ketetapanl Tanggal jatuh tempo I Jumlah Tunggakan
daerah x) I pembayaran

NIP

Daerah berikut:

lenis

lumlah Ro



. FOR}iAT 5

PEIi{ERINTAI{ PROVINSI SUMATERA UTAM
BADAN PEHGELOLAAN PAIAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JA|-AN SERBAGUNA FtO, 10, HELVETIA
MEDAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Kepada

di

Medan

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melakukan tindakan Penagihan Pajak
Daerah berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap :

Dinas

Pemberitahuan akan
melaksanakan Surat
Paksa

Nama Wajib Pajak/Penanggung ..

Pajak
NPWPD
NOPD
Alamat tempat tinggal

Yth.

RT ............. RW ............. Kode Pos

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Medano

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PA]AK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATEM UTAM,

NiP.

Tembusan

Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



. FORTIAT 6

PEMERTNTAH PROVINSI SUMATEM UTARA
BADAN PENGELOLAAN PA'AK DAH RETRIEUSI DAERAH

JAI.AN SERBAGUNA NO. 10, HELVETIA
MEDAN

BERITA ACARA PEMBERITAHUAH SURAT PAKSA
Nomor

Pada hari ini ....."....-, tanggal bulan ............., tahun atas pennintaan Kepala UppD
Badan Pengelolaan Pajakdan Retribusi Daerah .yang rnemilih tempat kedudukan di .......... di provinsi
Sumatera Utara, saya, Jurusita Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat
kedudukan di

ITI EIII BERTTAH UI(AN DEI{GAI{ RESI{ I
kepada Saudara
bertempat tinggal di .............. berkedudukan sebagai ..... sesuai
Surat Paksa Nornor tertanggal saya, Jltrusita Paiak Daerah, berdasarkan kekuatan
Surat Paksa tersebut mernerintahkan kepada Saudara sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu
2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, harus menyetor utang Pajak Daeratr paOa gank yang Oituniuk oleh
Gubernur sebesar Rp ............. ...........(..... ........1 Oengan tiCat
mengurangi kewaiiban untuk mernbayar biaya-biaya penagihan pajak dan biaya selanjutnya, dan ;ika ia tidak
mernbayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun
barang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum/dijual langsung kepada pembeli aan hasif penjualannya
digunakan untuk membayar utang pajak, sanksi administrasi dan biaya-biaya yang berfiubungan dengan
pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilaniutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya. Jurusita pajak
Daerah, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib PajagPenanggung Paiak, dan saya lakukan di
tempat tinggaytempat kedudukan orang pribadlbadan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada berternpat tinggal di

disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa, lurusita Pajak Daerah,

Nama lelas

lumlah

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:
Biaya harian Jurusita Pajak Daerah ............
Biaya perjalanan ........... 8p



FORT{AT 7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADA]T PEI{GELOLAAI{ PAJAK DAH RETRIBUSI DAERAH
IAIAN SERBAGUNA, NO- 10, HELVETIA

MEDAN

BERITA ACARA PELAKSANAAT{ SITA
Nomor

Pada hari ini ... tanggal .... bulan ... tahun ......... , atas Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Kepata Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor tanggal

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memilih
domisili di kantornya di ....... ............. berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor yang
telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib PajaklPenanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya,
lurusita Pajak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, beftempat di .............. dengan dibantu 2
orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya,
yaitu :

L. ".-........... pekerjaan
2. .............. pekerjaan

telah datang di rumahltempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib PajaklPenanggung Pajak :

Narna
NPWPD
NOPD
Atamat tempat tinggal

RT........ RW ............ Kode Pos

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak,
karena yang bersangkutan masih rnenunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

Jenis Pajak

Jumlah

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut ;

a. lenis barang bergerak: Terletak di :

b. Jenis barang tidak bergerak: Terletak di :

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karenar

Kepada Wajib PajaklPenanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 fiari setelah dilaksanakan peflyitaan
dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang-barang
yang telah disita;

2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umurn dengan perantaraan Kantor Lelang,
pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudianldijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disifa, saya lurusita Pajak Daerah menunjuk
yang bertempat tinggal di -.-.",.-.-.... - sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut

Tahun I Nomor dan tanggal surat I Jumlah Tunggakan



menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani
Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajakl Penanggung Pajak.

Waiib Pajak / Penanggung Pajak, Jurustta paiak Daerah,

Nama lelas

Penyimpan,

NIP

Saksi

Nama lelas Nama lelas

Nama Jelas

Biaya penagihan pajak :

- Biaya harian,lurusita Pajak Daerah dan Saksi Rp .............
- Biaya perjalanan

lumlah Rp.............

Telah/Belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu

1.

2.



. FOR}IAT 8

PEMERTNTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN PAJAI( DAI{ RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 19, HELVFNA

}4EDAN

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permintaan Pernblokiran .......

tanggal

Yth : Pimpinan Bank
di

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalarn rangka Penagihan Pajakdengan Surat Paksa jo. Peraturan Gubernur Nornor
dengan ini diminta bantuan Saudara untuk rnelakukan pernblekimn secara seketika atas harta kekayaan
penanggunE pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanan dan bentuk simpanan lain yang lazim dalarn
praktik perbankan, atas :

Nama :

Alamat :

untuk dijadikan jaminan pelunasan utang dan Biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Daftar Surat
Paksa, atas :

Nama Wajib Pajak
NPWPD

NOPD
Alamat
lumlah Utang Paiak Rp..............

sama Saudara, diucapkan terima kasih.Atas bantuan dan kerja

MEDAN,

KEPALA BADAN PENGELOI-AAN PA]AK
DAN RETRIzuSI DAEMH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

NIP.

Ternbusan :

Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



FoRHATe 
I

KOP SURAT BANK

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo" Peraturan Gubemur Nomor dengan
Surat Paksa Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Frovinsi Sumatera Utara Nomor ..,.................
telah menyampaikan surat permintaan blokir nomor tanggal perihal dan telah
diterima pada tanggal .......... pukul ........ maka pada hari ini tanggal pukul ..........., telah
dilakukan pemblokiran seketika terhadap harta kekayaan penanggung pajak sebagai berikut :

Nama tYaiib Fajak
NIK
Alamat
Nomor Rekening Simpanan

Berita acara pemblokiran ini disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

MEDAN,
(Pejabat Bank),

(Nama Pejabat Bank)



FORMAT 10

PEI\4ERjT\iTAH PROVITJSI SUMATERA UTARA

BADAN PEI{GELOLAAH P*JAK trAN RETRIBUSI DAERAH

KUTIPAN BERIT

BERGERAKIBAR

NOMCIR

B,{RAI{C IM'I'EI-hIASLIK D,At.A.I't B[E-q*?.IG-BARANG YA]iGDISITA NECitILq* EAR{UC SIAP.'\ t}EI'.lcA}i SEN.JAIA

IVIEhTINI}AHTANGA}TIIq,N/MEMIIIDAIII{AFI I{A }#
I}TEMINJA MKAltff ilTE RU SAK

BA&ANG {NI, SAPAT DITUNTT]T EIRDA$ARKA}I PASAL 231 KT}I{ FlI}*}fA, DSNGAN ANCAMA}{ HT]EUUAN PE!fI,{RA
SELAS{A-LAHA}ryA 4 TEMPAB TA}{IIN.

catallrn :

i;lurankrrtas : parrjano 17,!.1 mrn- ]ebar 21.18 nln= l0tl qranr

Vv';lru latar kcrtgs ourih

Tuliean hit*r

Jmrsita Pajal llaerah

SITA ATAS BARA]1IG



- FORIIAT 11

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PEHGELOLAAN PA.IAK DAN RETRIBUSI DAERAH
]ALAN SERBAGUNA NO. 10, HELVETIA

r\i"-i4 MEDAN

Nsmor
Sifat
Larnpiran
Hal Pencabutan Sita

Kepada
Yth
Nama
NPWPD
NOPD
Alamat
di

Medan

Berhubung Saudara telah melunaskan Tunggakan-tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik
Saudara yang telah dilakukan pada tanggal ....^......,.... dengan ini DICABUT.

Demikian agar maklum.

MEDAN,

KEPALA BADAN PENGELOIAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Tembusan:
1. Kepala Seksi Penagihan
2. luru Sita



. FOR}TAT 12

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAH PENGELOLAAN PATAK DAN RETRTBUSI DAERAH

]AIAN SERBAGUNA NO. 10, HELVE'NA
MEDAN

BE RITA ACARA PE LAKSANAAN PE NCABUTAN PE NYITAAN
Nomsr

Pada hari ini .............--...... tanggal ...-- bulan --. tahun berdasarkan Surat Perintah
........ Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

tanggal ,........ yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dalam hal ini memiliki domisiti di kantor dengan alamat lln. Abdul Muis No. 66 dan berdasarkan Surat
Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya luru Sita Pajak Daerah tersebut

bertempat Unggal di .,......,..... dengan dibantu 2 orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah
dewasa yaitu :

1. .............. pekerjaan
2. ,............. pekerjaan

a.
b.
C.

Penyitaan Nomor tanggal berjumlah Rp .. Dengan huruf

Rincian barang-barang yang dicabuL Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut;

Jenis Barang Bergerak: Terletak di :

a.
b.
c.

Jenis Barang Tidak Bergerak; Terletak di :

Kepada Penanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut
akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang bedtak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

luru Sita :

1,

2.

NIP



FOR.MAT 13

Surat
Teguran
Nomor/
Tanggal

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

Pajak dan

Denda

Mengetahui,

KEPAI.A BADAN PENGELOTAAN PA]AK DAN RETRIzuSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTAM,

Medan,

NIP

]URU SITA PAJAK DAEMH,

NIP

rat Paksa yang Dilanjutkan I Pembayaran
Dengan Perintah Sita I Tunggakan Akibat

No

Wajib Pajak Surat Paksa

Nama
dan

Alamat

NPWPT

Nornor Tanggal
Tunggakan
Pajak dan

Denda

Tangga
I unggakan
Pajak dan

Denda

2 3 4 5 6 7 I 9 10 1l 1)



. FOR}NATT4

PEMERINTAH PROVINSi SUMATEM UTARA

BADAN PENGELOLAAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10, HELVETIA

MEDAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Permintaan Pelaksanaan

Lelang Barang-barang
Sitaan atas
Tunggakan Pajak

Bersama ini saya harapkan kepada Saudara untuk dapat
Tunggakan Pajak Daerah seperti yang terlampir dalam Berita

Kepada

Yth. Saudara Kepala Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara.
ll.

Medan

melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas
Acara Sita yang telah saya laksanakan terhadap

Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :

Eertempat ti*ggal di
Yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp .............. ... (............. -......-.i kepada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dilelang di muka umum.

Saya harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian
Pelelangan dapat saya beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Daerah di atas,
ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp ..................... (......... .......................)

Atsas bantuan Saudara, saya ucapkan terima kasih.

MEDAN,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PA]AK DAN RETRIBUSI DAERAI-I

PROVINSI SUMATEM UTAM,



. FORMAT 15

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN SERBAGUNA NO. 10, HELVETIA

MEDAN

SU RAT PERINTAH PENYANDERAAN

Pertimbangan : untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah
perlu dilakukan penyanderaan

Dasar Hukurn : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 sebagairnana telah diLlbah dengan
Undang-Undang Nomor 19 hhun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Ternpat dan Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Narna Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi
dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

1.

2.

Nama
NIP
labatan

Nama
NIP
labatan

3. Surat Paksa Nomor : ......-......
Pemberitahuan Surat Paksa nomor : ..........,........

tanggal : .........,.......... , dan Berita Acara
tanggal ;

dan

4. Surat lzin Penyanderaan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor :

tanggal

DiPERINTAHKAN

lurusta Pajak Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

1. a. Melakukan penyanderaan pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama

b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan penanggung pajak mempunyai utang pajak
sebesar Rp .............

c' Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan
Penanggung Pajak

ditempatkan di ..................,.

Untuk

Membuat berita acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung
Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara

Pada hari ini ........... tanggal Surat Perintah Penyanderaan
disandera.

Yang Menerima/Penanggung
Fajak yang Disandera

Medan,

KEPALA BADAN PENGELOTAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

NIP

diserahkan kepada Penanggung Pajak yang

Yang rnenyerahkanfl urusita
Pajak Daerah



. FORMAT16

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTAM
BADAN PEHGELOLAAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

]ALAN SERBAGUNA NO, 10, HELVETIA
MEDAN

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Ijin Melakukan
Penyanderaan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak
dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. dengan ini
kami rnengajukan perrnohonan Ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib pajak/penanggung pajak (wp/pp)
sebagai berikut :

Tanggal

Yth. Gubernur Sumatera Utara
di Medan

I. Identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak
1. Nama Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alarnat
4, Narna Penanggung lawab
5. Alamat
5. Jabatan
7. Umurfl-anggal Lahir
8. lenis Kelamin
9. Agama
10. Kewarganegaraan
11. Nomorldentitas (KTP/SIi4lPaspor) :

II. Alasan Penyanderaan
1. lumlah Hutang Pajak
2. Penerbitan

Rp..,..........
Nomor Tanggal

Diberitahukan kepada WP/PP Tanggal .......
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara

lain a.
b. ............

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap Wp/pp yang namanya
tercantum di atas dilaksanakan untuk .....,........ bulan. Untuk memenuhi persyaratan Uin penyanderaan. Bersama
ini terlampir disampaikan formulir dan dokurnen pendukung.

Dernikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Medan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PA]AK DAN RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA,

Tembusan:
NIP



. FORHATIT

PEMERTNTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

IALAN SERBAGUNA NO. 10, HELVETIA
MEDAN

BERITA ACARA PENYAUDERAAN
Nomor

Pada hari ini........ . tanggal .... bulan tahun...... atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor -......... tanggal ...... yang bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memilih domisili di kantomya di

...... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal Nomor ..... dan
Surat Penyanderaan dari Gubernur Frovinsi Sumatera Utara Nomor ....... yang
telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka
saya, Jurusita Pajak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, bertempat di ................". dengan dibantu z
orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 2L tahun atau tetah dewasa dan dapat dipercaya,
yaitu :

telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib pajak/penanggung pajak :

Nama
NPWPD
NOPD
Alamat tempat tinggal

RT ........ Kode Pos

Dan dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.
Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penaggung pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak, lurusita Pajak Daerah,

Nama Jelas

Kepala Tempat penyanderaanlrumah
tahanan negara/

NIP

Saksi

1.

Nama Jelas

2.

di ....-....."...'.- karena penanggung pajak mempunyai utang pajak daerah sebagai berikut :

Tahun I tUomor dan tanggal surat I :umlah Tunggakan

.. Namalelas

Nama lelas

Jenis Pajak

lumlah



FORIIAT 18

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGEI.OLA'IN PA"}AK DAN RETRIBUSI DAERAH

]ALAN SERBAGUNA NO. 10. HELVETIA
MEDAN

Nomor
Lampiran
Hal

;

: Pemberitahuan Pelepasan
Penanggung Pajak yang disandera

Nama Wajib Pajak
NPWPD
AIamat
Nama Penanggung lawab
Alamat
Jabatan
Umurfl-anggal lahir
Jenis Kelamin
Agama
Kewarganegaraan
Nomor Identitas {KTP/SIM/Paspor)
Nomorfianggal Surat Perintah Penyanderaan :

Masa Penyanderaan
Tempat Penyanderaan
Alamat tempat penyanderaan

tanggal

Yth. : Kepala Rumah Tahanan Negara
di

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak
dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini
diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identiias sebagai
berikut :

Rutan

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan
sebagai berikut*) :

a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ataud, Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubemur

Demikian disampaikan, atas kerjasarnanya diucapkan terima kasih,

MEDAN,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAEMH

PROVINSI SUMATERA UTARA,

NIP
Tembusan;

*) lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera



FORMAT 19

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

]ALAN SERBAGUNA NO. 10, HELVETIA
MEDAN

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
Nomor

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung pajak :

Nama
NPI,VPD
NOPD
Alamat tempat
tinggal RT ......... RW,,..,........, Kode Pos

telah djlakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor ......... tanggal namun hingga saatini belum juga melunasi jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayJr, maka sesuai dengan i<itentuan
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan : lurusita Pajak Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provinsi Sumatera Utara

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib
PaiaklPenanggung Paiak baik yang berada ditempat Wajib Pajak/Penanggung pajak maupun yang berada di tangan
orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia
21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan
penyitaan"

MEDAN,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PA]AK DAN RETRIBUSI DAEMH
PROVINSI SUMATEM UTARA,

NiP


